0 PEMERINTAH KOTA SURABAYA
‘”@ DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
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PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 7135/ 436.7.15 / 2020
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG : a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap

Pengguna Informasi Publik;

b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

¢. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan
publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang
diambil; ;

d.  Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf ¢ maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Informasi
dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian
Informasi Publik;

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perkotaan.

MEMPERHATIKAN  + : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 188.45 /7136 / 436.7.15 / 2020
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :  KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA . Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Penetapan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 188.45 / 7135/
436.7.15 / 2020 ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA :  Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 188.45 /7136 / 436.7.15 / 2020 yang
tercantum dalam lampiran Nomor : 188.45 /7135 /436.7.15 / 2020 merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 7 Juli 2020

‘Pejabat Pengelola Informasi

hentasi

e

Pembina Tingkat I
NIP. 197405091994121001



Lampiran Penetapan
Nomor : \88-4s (125 /4263.1€ 2020

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 188.45 [#126/ 42¢.7.15 / 2020

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya
telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi Dasar Hukum Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
Pengecualian
Informasi Dibuka Ditutup
Bukti alas hak Pasal § ayat (2) Akan ada Perbuatan Melaksanakan Peraturan Tidak Terbatas -
utasi Nomor Undang-Undang Nomor [Melanggar Peraturan Perundang-Undangan
bjek Pajak (NOP) B0 Tahun 2014 tentang |Perundang-Undangan yang
tas nama Hartati |Administrasi ilakukan Pejabat Pengelola
ke PT. Kencana Pemerintahan, Informasi dan Dokumentasi
Cipta Abadi ‘Badan dan/atau Publik (PPID)
Pejabat Pemerintahan
dalam menggunakan
Wewenang wajib
berdasarkan :
.peraturan perundang-
Endangan; dan
AUPB.




Pasal 17 huruf h angka
Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008
entang Keterbukaan
Informasi Publik,
‘Informasi yang apabila
ibuka dan diberikan
epada Pemohon
Informasi Publik dapat
engungkap rahasia
ribadi, yaitu:kondisi

Pasal 172 ayat (1)
Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2009 tentang




Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah,
‘Setiap pejabat dilarang
emberitahukan kepada
ihak lain

egala sesuatu yang
iketahui atau
iberitahukan
epadanya oleh Wajib
Pajak dalam rangka
abatan atau
ekerjaannya untuk
enjalankan ketentuan
eraturan
erundang-undangan
erpajakan daerah.”

Pasal 30 ayat (1)
Peraturan Daerah Kota
urabaya Nomor 10
ahun 2010 tentang
Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan,
‘Setiap pejabat dilarang
emberitahukan kepada
ihak lain segala
esuatu yang diketahui
tau diberitahukan
epadanya oleh Wajib
Pajak dalam rangka
abatan atau

ekerjaannya untuk




menjalankan ketentuan
peraturan perundang-
undangan perpajakan
daerah.”

Catatan :

Bahwa sesuai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah alas hak yang digunakan untuk mutasi Nomor Objek Pajak (NOP) atas
nama Hartati ke PT. Kencana Cipta Abadi berupa Sertipikat Hak Atas Tanah, dimana Termohon Informasi bukan sebagai Badan Publik yang
menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah dan juga bukan sebagai Pihak yang dituju oleh Penerbit Sertipikat, oleh karenanya Termohon Informasi tidak

menguasai Informasi yang dimohon oleh Pemohon Informasi.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No Nama Jabatan Unit Kerja
1 Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S. Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya > ——
Universitas Airlangga Surabaya n\
(sebagai Narasumber) J\m
2 |Novi Setiowati, S.Sos. Kepala Seksi Pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika é[/‘/ﬁ"
Informasi Publik Kota Surabaya P
3 [Tri Septafijanarti, S.Sos. Kepala Seksi Informasi dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Layanan Kearsipan Kota Surabaya <:7?
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 Lt
4  |Herlin Wahyuningsih, S.Sos. Arsiparis Ahli Madya Kota Surabaya e




5 |Widodo Hadi Santoso, S.E.

Staf

Badan Pengelola Keuangan dan
Pajak Daerah Kota Surabaya

6 |Ginanjar Bagus Wicaksono, S. Ei.,M.M

Staf

Badan Pengelola Keuangan dan
Pajak Daerah Kota Surabaya

[ JPX_

7 |R. Asep Sanna Sumanilaga, S.H.

Staf

Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya

Rt
o

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.




